
WALI KOTA BEI{ASI

TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang a

Mengingat

b

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021

Nomor 098/LHP/XVLL|.BDGl04l2022 Tanggal
26 April 2022;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi
Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi segera

menyeleiaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

RI aias Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota

Bekasi Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuan[an Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbenlahara.., N"g".. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemerifsaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kiuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2OOO

tentang Tata Cara Pertanggungiawaban Kepala
Daerati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
RepuUtit< Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Le mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana teiah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Beibasis Akrual pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3
Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang

menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. ieraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerali Kota Bekasi (Lrmbaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);



14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020tentang Anggaran pe_ndapatan a." S-J."J; DaerahIul."l Anggaran z,ozr ' ti.."ual""" r?.1".n Kota
. _ Bekasi Tahun 2020 Nomor i6 a;ili;
15. Peraturan Wali Kota Bekasi fVornoJ'f S Tahun 2O2ltentang perubahan atas peratura" Wrfi 

'fria 
eetasiNomor 94 Tahun 2o2o tentanj 

".":"#.#inggaranPendapatan dan Belanja D";;'";;;ri,' i.,**u.u,2o2t (Berita Daerah roi" e.ku.J-i;;;;;; Nomor15 Seri A).

Kepada

Untuk

KESATU Lebih optimal
pelaksanaan
jawabnya.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*,,,1T T."*.ndalikan dan mengawasi
PeKeryaan yang menjadi trrrgg"";

Y._T::::." kelebihan pembayaran sesuai ketenruanperundang-undansan a.., h".ry.io;k"" 1; KasDaerah sebesar Rp-t 50. l3 1.440,00.

Y:1:.,",ilUan ppK dan ppTK agar lebih cermaro alam me laksanakan trg"" ar., turr!-frr";"j;;r;"r..
]5;1_lelanorkan progres pelaksanaan tindak tanjutseDagalmana dimaksud.keiada w"ji ri.,.'t rL"i a""
;.JX:I:.""r" disampaikan r.p"J"'i""i.j.,i,1, r.,,
Memproses dan menindaklanjuti
ketentuan yang berlaku.

MENGINSTRUKSIKAN 
:

Kepala Dinas pendidikan Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada

sesuai dengan

: 09 Mei 2oz2

SI

NO

Plt.

Dr. TRI

Tembusan:
Yth. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.


